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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah BNNP DIY 

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak 

lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, 

dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) yang termasuk di 

dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (BNNP DIY). Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 

Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 

2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika 

Nasional. 

Pada awal terbentuknuya BNNP DIY, jumlah sumberdaya manusia 

yanga ada hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN 

tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan 

Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural 

eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai 

tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan 

usulan Gubernur DIY. 

Kedelapan personel tersebut mengisi jabatan struktural sebagai 1 

orang Kepala BNN (Drs. Budiharso, M.Si), 1 orang Kepala Bagian Tata 
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Usaha (Dra. Sri Rahayu), 1 orang Kepala Bidang Pencegahan (V. Bambang 

Budi Istriarjo, SE), 3 orang Kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bag 

Perencanaan pada Bagian Tata Usaha (Drs. Aryanto Hendro Suprantoro), 

Kepala Subbagian Administrasi pada Bagian Tata Usaha (Ari Miarsiningsih, 

BA), Kepala Subbagian Logistik pada Bagian Tata Usaha (Indartiningsih, 

BA) 2 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada Bidang 

Pencegahan (Suharyono, SIP), Kepala Seksi Advokasi pada Bidang 

Pencegahan (Aris Subagya, S.Sos ). 

Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 

terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar 

Susunan Personel sekitar 190 orang. Dari kondisi personel tersebut maka 

masih terbuka peluang untuk menerima PNS yang menginginkan mengabdi 

dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) di BNNP DIY, baik untuk status dipekerjakan / 

ditugaskan, maupun mutasi. Khusus untuk memenuhi kebutuhan personel di 

bidang pemberantasan dipersyaratkan yang telah memiliki kualifikasi 

penyidik (Polri maupun PPNS). 

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua 

ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu 

dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan 

Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan 

September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di 

Mergangsang hingga 5 Maret 2012. 
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Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisasi BNN, pada 

tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung 

kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY 

diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat 

Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: 

SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan 

Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional 

Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, 

Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas 

tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 

1.380 m2, berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN 

mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai. Sedangkan luas 

bangunan 1.274 m2. 

Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini 

mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang 

mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, 

Selain itu pemilihan tempat ini juga mempartimbangkan segi strategis dan 

keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota Yogyakarta, sehingga 

memudahkan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau 

oleh BNK/BNNK dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan 

lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi. 
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Untuk pelaksanaan operasional P4GN gedung ini terdapat dua bagian, 

yaitu 1. gedung utama, pos jaga dan gudang; 2. gedung tahanan. Fasilitas 

gedung yang disediakan antara lain : 

1. Di Gedung Utama, Pos Jaga dan Tahanan seluas 988 m2,, meliputi: 

a. Ruang kerja pejabat struktural Eselon II A, IIIA, IV A besrta staf dan 

Tim Penindakan seluas 464 m2. 

b. Lobby, Ruang Rapat, Ruang Penyidikan, Ruang Arsip, Ruang Gudang, 

Toilet, Pantry dan Ruang makan, Koridor/sirkulasi udara, Ruang Genset, 

Ruang Penyimpanan Barang Bukti, Tangga, Pos Jaga seluas 524 m2. 

2. Gedung Tahanan seluas 286 m2, meliputi: Ruang Tahanan pria dan 

wanita, Ruang pengunjung pria dan wanita. 

Pembangunan Gedung BNNP DIY diprakarsai BNN Pusat, didukung 

oleh perencana bangunan PT. SARANA BAGYA BUMI, Surabaya dan 

dilaksanakan oleh PT. PITACO MITRAPERKASA, Jakarta, yang diawasi 

oleh Konsultan Manajemen PT. ARKONIN, Jakarta. Adapun total nilai 

pembangunan gedung Kantor BNNP DIY sebesar Rp7.899.961.000,00 

(Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus 

Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang berasal dari anggaran APBN yang 

tertuang dalam DIPA BNN Tahun 2011. 

Gedung BNNP DIY yang telah dibangun dengan megah mulai 

ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012. 

Dengan berdirinya Gedung Kantor BNNP DIY ini Kepala BNNP DIY pada 

saat peresmian mengharapkan agar Gedung tersebut dapat sebagai pusat 
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pelayanan masyarakat dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika; sebagai pusat informasi dan tukar pikiran dalam 

bidang pencegahan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika, 

serta dalam bidang pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika juga diharapkan sebagai pusat 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi 

dalam mewujudkan visi, misi, strategi BNNP untuk mencapai target P4GN di 

DIY. 

Untuk meningkatkan kapasitas rehabilitasi di wilayah DIY pada tahun 

2015 di BNNP DIY didirikan Klinik Pratama yang diberi nama “Klinik 

Pratama Seger Waras BNNP DIY”. Bangunan klinik berada di sisi belakang 

gedung BNNP DIY bersebelahan dengan gedung ruang tahanan BNNP DIY. 

Klinik secara resmi beroperasi pada bulan September 2015 setelah 

mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan nomor 

503/6501 tertanggal 07 September 2015. Klinik Prataman Seger Waras hanya 

melayani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan untuk rehabilitasi rawat inap 

dirujuk ke tempat rehabilitasi rawat inap yang ada di DIY. 

B. Visi BNNP DIY 

  Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen 

masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 



6 
 

C. Misi BNNP DIY 

  Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen 

masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

D. Tugas BNNP DIY 

  BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah 

Provinsi. 

Adapun Tugas BNN adalah: 

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika danPrekursor Narkotika; 

4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat; 

5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
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6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan PrekursorNarkotika; 

8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

E. Fungsi BNNP DIY 

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP DIY menyelenggarakan 

fungsi: 

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. 

2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 
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3. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota 

dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. 

4. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

6. Pelayanan administrasi BNNP, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

BNNP. 

F. Struktur Organisasi BNNP DIY 

  Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota. 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi BNN Provinsi DI Yogyakarta 

Keterangan : 

1. Kepala BNNP DIY 

2. Bagian Umum (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub 

Bagian Sarana dan Prasarana) dan  fungsional umum yang terdiri jabatan 

perencana program dan anggarana, pengolah data, penata usaha barang 

milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, 

penata laporan keuangan. 

3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri penyuluh 

narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum. 
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4. Bidang Rehabilitasi, (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi 

Pascarehabilitasi), dan  staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten 

konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadminitrasi umum. 

5. Bidang Pemberantasan, yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, 

pengadministasi umum, penyidik,petugas penindakan, petugas pengejaran, 

pengawas barang bukti. 


